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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    80    TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN 

OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG  

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/ 

MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH  

PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan kebijakan pendidikan dalam masa 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), agar kegiatan 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, pelu 

dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban 

Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan 

Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan 

Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Jenjang Taman 

Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;  

 

Mengingat  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4496);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 97); 

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional 

Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-

Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI SATUAN 

PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH. 
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Pasal I 

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan 

Bagi Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 2), disisipkan 1 

(satu) pasal baru yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7A 

Biaya non personalia untuk jenjang pendidikan TK Negeri, SD/MI dan SMP/MTs 

dapat digunakan untuk : 

a. penyediaan sarana dan prasarana pencegahan Corona Virus Disease 19 (Covid-

19) seperti alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, thermogun, masker dan 

lain-lain bagi warga sekolah;  

b. pembiayaan pengadaan sarana pembelajaran jarak jauh yakni dalam jaringan 

(daring), luar jaringan (luring) dan kombinasi seperti Lembar Kerja Peserta 

Didik, biaya kuota internet dan bimbingan teknis IT; 

c. pembiayaan ujian sekolah daerah; dan 

d. pembiayaan sensus Barang Milik Daerah bagi sekolah negeri. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

 Ditetapkan di Bantul  

pada tanggal 20 Juli 2020 

BUPATI BANTUL,  
 

ttd 
 

SUHARSONO 

Diundangkan di Bantul  

pada tanggal 20 Juli 2020  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
 

ttd 
 

HELMI JAMHARIS  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 80 


